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.BUPATI LAMPUNGTIMUR 
PERATIJRAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIlVIUR
 

.NO:WfOR : 32 TAHUN: 2000
 

TENTANG
 

PEMBERDAYAAN, PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN
 

ADAT-1STIADAT DAN LE"MBAGA ADAT
 

KABUPATENLANWUNGTDJlm
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAlIA ESA
 

BtJPATI LAIVWUNG TlMUR
 

Menimbang .' a.	 bahwa Adat Istiadat, dan Lernbaga Adat diakui keberadaarmva dan . .	 ­
digunakan dalam kehidupan oleh rnasyarakat luasdan tumbuh bcrkembang 

di daerah-daerah, berkualifikasi sebagai riilai-nilai dan ciri-ciri budaya 

serta kepribadian bangsa yang perlu diberdayakan; 

b.	 bahwa nilai-nilai dan ciri-ciri budaya dan kepribadian bangsa dimaksud 

. merupakan faktor strategis dalam upaya mengisi dan rnembangun	 jiwa, 

wawasan dan semangat bangsa Indonesia sebagaimana yang tercermin 

dalam nilai-nilai luhur Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945: 

c.	 bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perIu menetapkan Peraturan 

Daerah Tentang pemberdayaan, Pelestarian dan Pengernbangan Adat 

Istiadat, Kebiasaan-kebiasaan Masyarakat dan Lernbaga Adat di Daerah 

Kabupaten Lampung Timur; 

Mengingat : 1.	 Undang - Undang Nomor 14 Tahun~1964 tentang Pembentukan Daerah 

Tk. I Lampung (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan 

Lembai an Negara Nornor 2688); 

2.	 Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten 

Daerah Tk. n Way Kanan Kabupaten Daerah Tk. .II Lampung Timur dan 

Kotamidya Daerah Tk. II Metro (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 

46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825); 

3.	 Undang - Undang Nomor 22 tahur, 1999 tentangPemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 3839); 
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4.	 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tcntang Perimbangan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lernbaran Negara Tahun 1999 

Nomor 72, Tanbahan Lcmbaran Ncgara Nomor 3848); 

5.	 Peraturan Mcnteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang 

pencaburan bcberapa Pcrmcndagri, Kcpmcndagri, dan Inrnendagri 

mengenai pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang 

Pemerintahan Desa; 

O.	 Keputusan Mcntcri Dalam N ...~g":l"i Noruor 63 Tahun 1()99 tcntang Pctunjuk 

Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelcnggaraan 
; 

Pemcrintahan Desa dan Kciurahan; 

7.	 Keputusan Mcnteri Dalam Ncgeri Nomor C>4 tahun 1999 tcntang Pcdoman 

Umum Pengaturan mengenai Desa; 

8.	 Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman 

Umum mengenai Pernbcntukan Kclurahan; 

Dengan Persetujuan Dewan Pcrwakilan Rakyat Daerah Kabuipaten Lampung Timur 

MElVIUTUSKAN 

Menetapkan	 PERATURAN DAER/\.H KABUPATEN LAMPUNG TIIVlUR TENTANG 

PEIVIBERDAYAAN, PELESTARIAN DAN PENGENIDANGAN ADAT 

ISTIADAT DAN LElvll3AG:\ ADAT KABUPATEN LAIvll)UNG T!1vIUR 

BABI
 

KETENTU/\N UJVrUlVI
 

Pasall
 

Dalam Peraturan Daerah ini yang climaksud dengan : 

a.	 Bupati adalah Bupati Larnpung Timur 

b.	 Camat adalah Kopala Kecamatan (1<11.1111 Kabupaicn Lampung Timur; 

c.	 Daerah Otono111, selanjutnya Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai 

batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan rnasyarakat setempat 

menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan 

- Rcpublik Indonesia; 



d.	 Kecamatan adalah Wialvah Kerja Camat sebagai Perangkat daerah Kabupaten Larnpung 

Timur 

c.	 Dcsa atau yang disebut nama lain, sclanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat 

hukum yamg memiliki kewenangan untuk menga.ur elan mcngurus kepentingan rnasyarakat 

setempat berdasarkan asal-usul elan adat istiadat setempat yang diakui dalarn Sistem 

Pemerintahan NasionaI dan berada eli DaC1'3h Kabupaten Larnpung Timur. 

f.	 Kelurahan udalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten di bawah 

Kecamatan; 

g.	 Adat Istiaelat, adalah seperangkat nilai/norrna, kaedah, clan keyakinan sosial yang tumbuh dan 

berkembang bersamaan dengan perturnbuhan clan perkembangan rnasyarakat Desa dan. atau 

satuan masyarakat lainnya serta yang masih dihayati dan dipelihara, sebagaimana rerwujud 

dalam berbagai pola kel.akuan yang merupakan kebiasaan-kebiasaan dalarn kehidupan 

masyarakat setempat; 

h.	 Lembaga Adat adalah sebuah Organisasi Kcmasyarakatan, baik yang sengaja dibentuk 

maupun yang secant scwajaruya IcLIi tumbuh dan herkernbang didalam sejarah masyarakat 

yang bersangkutan; atau dalam scbuah masyarnkar Hukum Adat terteutu dengan '\\-ibyah 

Adat tersebut, serta bcrhak clan berwenang untuk mengatur, mengurus dan rnenyelesaikan 

berbagai permasalahan kehidupan berkaitan elengan elan mengacu pada Adat Isriadar dan 

Hukum Adat yang berlaku; 

1.	 Pemberdayaan aelalah rangkaian upaya akrif agar kondisi dan keberadaan Adat Istiadat, 

Kebiasaan-kebiasaan Masyarakat, Lembagab Adat dapat lestari dan semakin kokoh, sehingga 

berperan positif elalam pembangunan Nasional, elan berguna bagi masyarakar yang 

bersangkutan sesuai dengan tingkat kcmajuan clan perkemhang.,n zaman; 

J.	 Pelestarian adalah suatu upaya untuk menjaga elan memelihar.i nilai-nilai budaya masyarakat 

yang bersangkutan terutama nilai-nilai cstetika, moral, elan adab yang mcrupakan inri dari 

Adat Istiadat, Kebiasaan-kcbiasaan dalam masyarakat, dan Lcmbaga Adat, agar supaya 

keberadaannnya tetap hidup dan berlanjut; 

-k,	 Pengernbangan adalah suatu upaya yang terencana, terpadu, clan terarah agar Adat Istiadat, 

Kebiasaan-kebiasaan dalam Masyarakat, dan Lemhaga Adar dapat berubah sehingga mampu 

meningkatkan peranannya dalam pembangunan sesuai dengan perubahan-perubahan sosial, 

budaya, dan ekonomi yang sedang berlaku; 

1.	 Wilayah Adat adalah satuan budaya diaman Adat istiadat itu tumbuh, hidup dan berkernbang, 

sehingga menjaeli penyangga keberadaan Adat Istiadat yang bersangkutan; 

m.	 Hak Adat adalah hak-hak untuk hidup didalam mernanfaatkan sumber-surnber daya yang ada 

dalam lingkungan hidup yang dimiliki oleh para warga masyarakat sebagaimana tercantum 



dalam Lembaga Adat, yang berdasarkan Hukum Adat, yang berlaku dalam masyarakat atau 

Persekuruaan Hukum adat tcrtentu; 

n.	 Hukum Adat adalah hukurn yang bcnar-bcnar hidup dalarn kcsadaran hati nurani warga 

masyarakat dan terccrmin dalam pola-pola sosia] budayanya yang tidal, bcrtcntangan dcngan 

Kepenringan Nasional; 

BABII
 

PEMBERDAYAAN, PELESTARIAN DAN PENGEMBA1'lGAN
 

ADAT ISTIAJ)/\T DAN LEtVIBAGA 1\DAT
 

Pasal2
 

Pernberdayaan, pelestarian dan pcngcmbangan Adat lstiadat dan Lcmbaga Adat di Kabupatcn 

dilakukan bersama dengan organisasi/Len.baga Adat oleh : 

a.	 Bupati. 

b. Camat di :Wilayah Kecamatannya,
 

'c. Kepala DCS,;l/Kepala Kelurahan di Wilayah Desa/Kclurahan,
 

d.	 Kepala Adat/Pemangku Adat/Petua-petua Adat/Pimpinan/Pemuka-pemuka Adat di Wilayah 

Adat, 

Pasal3 

(1)	 Dalam usaha melaksanakan pcmbcrdayaan, pclcstarian dan pcngcmbangan Adat Istiadat dan 

Lembaga Ada! sebagaimana dimaksud dalam pasa12, Pemerintah Daerah Kabupaten dapat 

menerapkanberbagai kebijaksanaan atau Iangkah-langkah yang herdaya guna dan berhasil 

guna dengan berpedornan l.epada Peraturan dacrah ini setelah dimusyawarahkan dengan 

Pimpinan/Pcmuka-pemuka Ada L 

(2)	 Kcbijaksanaan dan alau langkah-langkah xcbagaimana dimaksud dalam ay;'l (1), disusun 

dalarn bentuk Keputusan Bupati clan Peraturan Perundang-undangan lain, untuk dijadikan 

pedoman bagi Aparat Pelaksanan bersarna dengan Pirnpinan/Pcmuka-pemuka Lembaga Adat 

eli Daerah. 

Pasal -1 

Guna memantapkan pelaksanaan pemberdayaan, pclesrarian, pengembangan Adat Istiadat dan 

Lembaga Adat sebagaimana dimaksud Pasal 3, Camat, Kepala Desa/Lurah, berkewajiban 

mendorong dan membantu tersedianya sarana dan prasarana yang mernadai bagi 



tersclenggaranya pcranan dan fungsi Lcmbaga Adat dalam mcnunjang kegiaran-kegiatan 

penyelenggaraan pernerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pcmbinaan kemasyarakatan di 

wilayah bcrsangkuian. 

Pasal5 

Pemberdayaan, pelestarian dan pengernbangan terhadap Adat Istiadat dan Lembaga Adat 

sebagaimana dimaksud pasal 3, diarahkan kepada : 

(1)	 Pembangunan manusia seuruhnya mclalui penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan 

pembangunan clan pernbinaan kemasyarakatan yang tidak bertentangan dengan ketenruan 

perundang-undangan yang berlaku. 

(2)	 Terwujudnya nelestarian Kebudayaan Daerah, baik dalam upaya memperkaya 

Kebudayaan Daerah maupun dalam rangka mernperkaya khasanah Kebudayaan ~asioD.3l. 

(3)	 Terciptanya kebudayaan daerah yang menunjang Kebudayaan Nasional yang 

mcngandung uilai-mlai luhur clan beradab, sehingga marnpu menyaring secara selektif 

terhadap nilai-nilai budaya asing, yakni menerima yang positif dan rnenolak yang negatif 

(4)	 Terkondisinya suasana yang dapat menc1orong peningkatan penman clan fungsi Adat 

Istiadat dan Lembaga Adat dalarn upaya : 

a. meningkatkan harkat martabat manusia Indonesia dalammemperkuat jati diri dan 

kepribadian bangsa, 

b. Meningkatkan sikap kerja keras, disiplin, dan tanggung jawab sosial, menghargai 

prestasi, beranioersaing, marnpu bekerja sama dan menyesuaikan diri secara kreatif 

untuk memajuk.m kehidupan cliri pribadi secara sosial clan mernajukan kehidupan 

masyarakat. 

c. Mendukung dan berprestasi aktif (.~alam rangka mcnunjang kelancaran 

penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan 

kernasyarakatan pada SCl11ua tingkatan pernerintahan di Daerah, terutarna di 

Desa/Kelurahan, 

Pasal6 

(1) Pernberdayaan, pelestarian dan pengernbangan Adat Istiadat dan Lembaga Adat sebagaimana 

dimaksud dalarn pasal 5, diuramakan terhadapAdat Istiadar yang masih hic1up atau telah ada, 

namun mengalami kemerosotan, 

(2) Dalam mclakukan Pemberdnyaan, Pelcstarian, Pengembangan Adat Istiac1at clan Lembaga 

Adatsebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus mcndorong tcrciptanya : 
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a.	 Sikap adil dan objektif dikalangan Aparat Pemerintah Daerah dan masyarakat yang 

bersangkutan. 

b.	 Keterbukaan terhadap pengaruh nilai-nilai budaya Daerah lain yang asing dan positif. 

c.	 Integritas nasional yang semakin kokoh dengan kebhinekaan bangsa. 

BABIII
 

IVIAKSUD DAN TUmAN
 

Pasal7
 

(l) Maksud dilakukan pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan Adat Istiadat, dan Lembaga 

Adat sebagaimzna dimaksud dalam Pasal 3, ada.ah untuk meningkatkan peranan nilai-nilai 

Adat Istiadat dan Lembaga Adat di Daerah dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan 

pemerintahan, kelangsungan pembangunan dan meninmgkatkan Ketahanan Nasional, serta 

turut membantu untuk mendorong upaya mensejahterakan warga masyarakat setempat. 

(2) Tujuannya adalah untuk mendorong, menunjang dan meningkatkan partisipasi masyarakat 

guna kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan 

masyarakat di Daerah, utainanya di Desa/Kelurahan, sehingga warga masyarakat seternpat 

merasa terpanggil untuk tu-ut serta bertanggung jawab atas kesejahteraan hidup masyarakar 

dan lingkungannya. 

BAH IV
 

KEDIJDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI J ,EMBAGA ADAT
 

PasaJ 8
 

(1) Kedudukan	 Lembaga Adat adalah suatu wadah organisasi permusyawaratan/permufakatan 

Kepala Adat/ Pemangku Adat/ Pemuka-pemuka Adat Iainnya yang berada diluar susunan 

Organisas: Pemerintahan Kabupaten, Kecamatan dan Desai Kelurahan. 

(2) Lembaga Adat mempunyai tugas untuk : 

a.	 Menampung dan menyalurkan penc1apat masyarakat kepada Pemerintah, serta 

menyelesaikan berbagai perselisihan yang menyangkut Hukum Adat, Adat Istiadat. 

b.	 Memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan Adat Istiadat dalam rangka 

memperkaya Budaya Daerah, serta memberdayakan masyarakat dalam menunjang 

penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan 

kemasyarakatan. 
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c.	 Menciptakan hubungan yang demokratis dan harmon.s serta objektif antara Kenala Adat/ 

Pemangku Adat! Pemuka-pemuka Adat lain dengan Aparat Pemerintahan di Daerah. 

(3) Jika ada perbedaan pendapat antara Lembaga Adat dengan Aparat Pemerintah di Daerah, 

dise1esaikan secara musyawarah mufakat, apabi1a tidak berhasi1 dise1esaikan, maka upaya 

penyelesaiau di1akukan oleh Kepala Wilayah Jan Lembaga Adat yang lebih tinggi 

tingkatannya dengan memperhatikan kepentingan masyarakat Adat setempat. 

(4) Untuk	 menja1ankan tugas-tugas sebagaimana dirnaksud da1am ayat (2), Lembaga Adat 

mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan-kegiatan pendataan dalam rangka penyususnan 

kebijaksanaan dan strategis dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan 

pemerintahan, kelangsungan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan. 

BABV
 

HAK, WEWEN ANG DAN KEWA.JIBAN
 

PasaJ 9
 

(1) Lembaga Adat berhak dan berwenang untuk : 

a.	 Mewaki1i masyarakat Adat keluar, yakni dalarn hal-hal yar.g menyangkut kepentingan 

dan mempengaruhi Adat. 

b.	 Mengelola hak-hak Adat dan atau harta kekaya m Adat untuk meningkatkan kemajuan 

dan tarafhidup masyarakatnya kearah yang lebih layak dan baik. 

c.	 Menyelesaikan berbagai perse1isihan yang menyangkut perkara-perkara Adat Istiadat 

sepanjang penyeiesaian itu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. 

(2) Lembaga Adat berkewajiban untuk : 

a.	 Membantu ke1ancaran penyelenggaran pemerintahan, pe1aksanaan pembangunan, dan 

pembinaan kemasyarakatan, terutama dalam pemanfaatan hak-hak Adat dan harta 

kekayaan Lembaga Adat lainnya dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat 

Adat setempat, 
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b.	 Memelihara stabilitas nasional yang sehat dan dinamis yang dapat memberikan peluang 

yang luas kepada Aparat Pemerintah, terutama Pemerintah Desa/Kelurahan untuk 

melaksanakan tugas-tngasnya dalam penyel;enggaraan pemerintahan yang bersih dan 

berwibawa, pelaksanaan pembanganan yang lebih berkualitas, dan pembinaan masyarakat 

yang adail dan demokratis. 

c.	 Menciptakan suasana yang dapat menjamin tetap terpeliharanya kebhinekaan masyarakat 

adat dalam rangka untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. 

BABVI
 

PE:MBIA Y AAN
 

Pasall0 

Guna menunjang keberhasilan pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan Adat Istiadat dan 

Lembaga Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, ~upati menganggarkan dana dalam setiap 

tahun Tahun Anggaran me1alui APBD Kabupaten, 

BAB VII 

KETENTUANPE~LTTUP 

Pasalll 

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur materti yang 

sarna dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi. 

Pasal12 

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur Iebih Ianjut dengan Keputusan 

Bupati sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya. 
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Pasal13 

Peraturan Daerah ini mulai berlal:u sejak tanggaI diundangkan,
 

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
 

dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur,
 

Ditetapkan di : Sukadana 

Pada tanggal : 31 Oktober 2000 

BlJPATI LiL~1PUNGTIMUR 

~Q~--

fr. H. IRFAN N. DJAFAR, CES 

Disetujui oleh DPRD Kabupaten Lampung Timur 
Dengan Surat Keputusan Nomor : 170,1 39! X,I SK,I DPRD ­ LTM,I 2000 
Tanggal 31 Oktober 2000 

Diundangkan ill Sukad ma 
Pada Tanggal 07 November 2000 

KABIJPATEN LANIPUNG 11MIJR 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAJ."IPUNG TTI",HJR TAHUN 2000 NOMOR: 32
 



PI(NJELASAN 

ATAS PERATURAN DAERAH I~ABUPATENLAMPUNG TIlVIUR 

NO~/[OR :32 TAHUN: 2000 

TENTANG 

PEMBERDAYAAN, PELESTARIAN DANPENGE:rvmANGAN 

AD.\T-ISTIADAT DAN LEIVtBAGA AD, \1' 

KABUPATEN Li-\NIPUNG TTh1UR 

1. PENn~LASAN UMUlvl 

Berdasarkan Fermendagri Nomor 4 Tahun 199~) tcntang Pencabutan Beberapa Peraturan 

Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam 

Negeri mengenai Pelaks.maan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang 

Pemerintahan Desa, yang salah satunya mcncabut Permendagri Nomor 3 Tahun 1997 

tentang Pernebrdayaan dan Pelestarian serta Pengernbangan Adat Istiadat dan Lembaga 

Adat, maka pengaturan lebih lanjut mcngcnai pcmbcrdayaan, pelcstarian dan 

pengembangan Adat Isriadat dan Lernbaga Adat ditetapkan dcngan Peraturan Daerah. 

Penetapan Peraturan Dacrah ini sclaiu clalam rangka mcnindaklanjuti pelaksanaan 

Undang-undang Nomor 22 Tahun J999 tcntang Pcmcrintahan Dacrah, 11.,1 ini juga dalam 

rangka peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pelaksanaan pembangunan 

yang berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan perkcmbangan pemerintahan dan 

pembangunan di Desa. 

Perjalanan sejarah telal: membuktikan pula bahwa ada! istiadar yang tumbuh dan 

bcrkcmbang sepanjang zaman, ternyata dapat mcrnbcriknn andil yang cukup besar 

terhadap penyelenggaraan Pemerintahan, yang dimulai dad pernerintahan terendah yaitu 

Pemerintahan Desa, 

Bertolak dari kenyataau ini, rnaka ada! istiadat yang telah memberikan ciri bagi suatu 

Daerah perlu diberdayakan, dibina,dipdih'lra dan dikcmbangkan untuk mendukung 
. . .. 

penyelenggaraan pen.erintahan dan pclaksanaan pemabngunan khususnya <.11 

Desa/Kelurahan, selain itu Juga sebagai upaya memperkaya khasanah budaya bangsa. 

'. I 



Dcngan Pcraturan Dacrah ini diharapkan dapa: diperolch dasar hukum yang kuat bagi 

I'cmcrintah Kabupaicn clalan: mulakuk.u: pClllbin:I:Ill, pcmhcrdnvaan, pclcslarian (b11 

pengernbangan adat isticdat di Kabupatcn. 

II. PENJELASAN PASAL DEtvrI PASAL 

Pasal l s/d Pasal14 cul.up jelas. 


